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ABSTRAK

Dalam pelaksanaan kwajiban penyerahan tanah dan sertipikat HGU ditentukan
adanya persyaratan perpanjangan bagi pemegang Hak Guna Usaha dalam
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Bahwa PT. Perkebunan Nusantara XII
Kebun Kalisanen sebagai pemegang HGU harus memenuhi persyaratan bukti
materiil dan bukti formil. Dalam hal persyaratan bukti materiil ketentuannya
diatur dalam Pasal 8 ayat (2), 9, 10, 11 dan persyaratan bukti formil ketentuan
diatur dalam Pasal 10 ayat (2) jo. Pasal 12 ayat (1) huruf (h) Peraturan Pemerintah
No. 40 Tahun 1996. Adapun pelaksanaan kewajiban penyerahan tanah dan
serttipikat Hak Guna Usaha Kepada Negara, PT. Perkebunan Nusantara XII
Kebun Kalisanen Kab. Jember telah mengabaikan sebagian syarat-syarat bukti
materiil dan bukti formil yang paling fundamental, yaitu tidak melaksanakan
pencatatan SK HGU No. 64/HGU/DA/86 sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat

(2) dan mengurus sertipikat HGU di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember



sebagai bukti pemilikan Hak Guna Usaha. Akibat hukum tidak didaftarkan
haknya pada Kantor Pertanahan guna memperoleh sertipikat hak atas tanah
sebagai tanda bukti yang kuat maka pemegang HGU akan memproleh kesulitan
untuk membuktikan kepastian hukum tentang pemegang haknya, status haknya
dan kepastian hukum tetntang obyeknya yang meliputi letak, luas dan batas-batas
tanah. Mengingat pentingnya pendaftaran tanah maka pelaksanaan kewajiban bagi
pemegang HGU harus dilaksanakan secara keseluruhan dan tidak dibenarkan
hanya sebagian.

Kata Kunci : Sertifikat HGU, HGU PTPN XII, Hak Guna Usaha PT. Perkebunan
Nusantara XII, Kebun Kalisanen, Hapusnya HGU

PENDAHULUAN

Bagi bangsa Indonesia tanah adalah penguasaan, peruntukan dan
karunia Tuhan Yang Maha Esa dan penggunaannya.

merupakan kekayaan Nasional, serta ;
“Dalam pengertian - penggunaan

hubungan bangsa indonesia dengan hak atas apa yang ada dalam bumi
dibatasi oleh undang-undang.
tanah bersifat abadi. Perkembangan Sedalam berapa tubuh ‘bumi itu
bolen digunakan dan setinggi
ilmu pengetahuan dan teknlogi telah berapa ruang yang ada diatasnya
boleh digunakan ditentukan oleh
memberikan  konsekuensi ~ bahwa tujuan  penggunaannya, dalam
batas-batas kewajaran,
hubungan antara manusia dengan tanah perhitungan  teknis kemampuan
tubuh buminya sendiri,
mutlak diperlukan adanya penataan dan kemampuan pemegang haknya
serta peraturan-peraturan
pengaturan yang lebih  seksama, perundang-undangan yang

bersangkutan”.!
khususnya yang berkenaan dengan

! Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia,
Sejarah Pembentukan Undang-Undang



Dalam Undang-Undang Dasar
1945 Pasal 33 ayat (3) telah diberikan
landasan bahwa bumi dan air serta
kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai olen Negara dan

digunakan untuk sebesar besarnya
kemakmuran rakyat.?
Penjabaran atas ketentuan

tersebut diatas selanjutnya Pemerintah
mengeluarkan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dengan
tujuan untuk memberikan dasar hukum
yang jelas bagi kepemilikan hak-hak
atas tanah, dimana negara sebagai
kekuasaan atas

tertinggi rakyat,

berkewajiban untuk :

a. Mengatur dan
menyelenggarakan

peruntukan, penggunaan,

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Edisi
Revisi, Djambatan, Jakarta, 2005, him. 19.

2 pasal 33, ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

persediaan dan
pemeliharaan bumi, air
dan ruang angkasa;
b. Menentukan dan
mengatur hubungan-
hubungan hukum antara
orang dengan bumi, air
dan ruang angkasa;
c. Menentukan dan
mengatur hubungan-
hubungan hukum antara
orang-orang dan
perbuatan-perbuatan
hukum yang menyangkut
penguasaan bumi, air dan

ruang angkasa.®

Dalam rangka mencapai sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat
Indonesia, Peraturan Dasar Pokok-
Pokok  Agraria (UUPA) dengan
seperangkat peraturan dan

3 Pasal 2, Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.



pelaksanaannya  bertujuan untuk
terwujudnya jaminan kepastian hukum
terhadap hak-hak atas tanah diseluruh
wilayah Indonesia. Jika kita hubungkan
dengan usaha-usaha Pemerintah dalam
rangka penataan kembali penggunaan,
penguasaan dan pemilikan tanah, maka
pendaftaran hak atas tanah  adalah
merupakan suatu sarana penting untuk
terwujudnya kepastian hukum diseluruh
wilayah  Republik Indonesia  dan
sekaligus turut serta dalam penataan
kembali penggunaan, penguasaan dan

pemilikan tanah.*

Dengan dilaksanakannya
pendaftaran tanah ~maka seseorang,
sekelompok atau badan hukum  akan
memperoleh atau mendapatkan surat
bukti kepemilikan tanah yang lazim
sebut tanah.

Kita sertipikat

Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan

4 Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di
Indonnesia dan Peraturan Pelaksanaanya,
Alumni Kotak Pos 272, Bandung, 1983, him. 5.

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, tercantum

dalam Pasal 1 angka (1) sebagai berikut

“Pendaftaran tanah adalah

rangkaian kegiatan

yang
dilakukan oleh Pemerintah secara
terus menerus, berkesinambungan
dan

teratur, meliputi

pengumpulan, pembukuan dan
penyajian serta pemeliharaan data
fisik dan data yuridis, dalam
bentuk peta dan daftar mengenai
bidang-bidang tanah dan satuan-
termasuk

satuan rumah susun,

pemberian  surat tanda bukti
haknya bagi bidang-bidang tanah
yang sudah ada haknya dan hak

milik atas satuan rumah susun



serta hak-hak tertentu

yang

membebaninya”.®

Walaupun pendaftaran tanah telah
diatur dalam peraturan-peraturan yang
menjadi dasar kegiatan pendaftaran
tanah diseluruh Indonesia, tetapi untuk
melaksanakan kegiatan tersebut masih
banyak mengalami hambatan-hambatan
yang disebabkan oleh berbagai faktor
antara lain, kurangnya kesadaran
hukum pemegang hak atas tanah,
kurang terampilnya aparat pelaksana

sehingga masyarakat atau badan hukum

enggan melakukan pengurusan
sertipikat hak atas tanah yang
dimilikinya.

Di masa saat ini banyak sekali
tanah yang dikuasai oleh orang-orang
yang berhak atau tanpa izin oleh
penguasanya yang berwajib atau yang
berhak. Tidak

hanya tanah

5 Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah.

perseorangan atau kaveling tetapi
meliputi pula tanah-tanah perkebunan.®
Seperti halnya yang saaat ini terjadi di
Kabupaten Jember, yakni PTPN XIlI

sebagai pemegang HGU

No.SK.64/HGU/DA/86 tidak pernah

mendaftarkan. ~ haknya di  kantor
pertanahan Kabupaten Jember,
permasalahan tersebut berawal dari
terdapatnya tanah  garapan  atau
pendudukan rakyat secara menetap
yang sudah ada sebelum Negara

memberikan hak  pengelolaannya

kepada PTPN XXVI (sekarang menjadi
PTPN XII) sebelum tanah tersebut
terkena ketentuan Nasionalisasi pada

tahun 1957.

Hingga pada tahun 2004 terbit
surat Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Jawa

Timur No. 540. 35-7695 perihal

¢ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia
Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah,
Cetakan Ke 19, Jakarta, Djambatan, 2008, him.
216.



permohonan  perpanjangan  jangka
waktu pendaftaran HGU yang terletak
di jember, pada poin 5B no. 4, 5, dan 8

menyampaikan :

1. Riwayat tanah sengketa

a. Mengingat Surat
Keputusan Menteri
Dalam Negeri cq.

Direktur Jendral Agraria

tanggal 29 Nopember

1986
No.SK.64/HGU/DA/86
tersebut terdapat

kekeliruan redaksi yaitu
tertulis letak tanah di
Kabupaten Banyuwangi
maka sesuai surat
Direktur Jendral Agraria
cq. Sekertari Direktorat
Jendral Agraria tanggal
19 Oktober 1988 Nomor
593.31/3411/AGR. telah

diadakan pembetulan

atau ralat menjadi

Kabupaten Jember;

. Bahwa Surat Keputusan

Menteri Dalam Negeri
cq. Direktur Jenderal
Agraria  tanggal 29
Nopember 1986
No.SK.64/HGU/DA/86
belum pernah didaftarkan
haknya di Kantor
Pertanahan  Kabupaten

Jember;

. Bahwa Sdr. Juma’in

selaku kuasa warga Desa
Curahnongko sesuai
suratnya  tanggal 28
September 1998
menuntut sebagian tanah
perkebunan baik yang
sudah  diduduki atau
digarap maupun yang
belum seluas + 332 Ha

terletak di areal afdeling



Wonowiri untuk dimiliki
dengan alasan :
a) Penguasaan atau
perolehan  tanah
dari PT.
Perkebunan
XXVI  (sekarang
PT. Perkebunan
Nusantara  XII)
pada waktu itu
dilakukan dengan
cara tidak wajar
atau sepihak.
b) Penguasaan  dan
pengelolaan oleh
perkebunan
tersebut dirasakan
merugikan warga

masyarakat - Desa

Curahnongko.

Berdasarkan surat permohonan
perpanjangan jangka waktu pendaftaran

HGU diatas terdapat terusan ekspedisi

ke-2 (1) Surat Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Jawa Timur tanggal 6 Agustus 1998
No0.540.35-11-002 tentang permohonan
perpanjangan jangka waktu pendaftaran
hak guna usaha PT. Perkebunan
Nusantara XII (Persero)) terletak di
Jember

Kabupaten dengan

pertimbangan sebagai berikut :

a.Terhadap sebagian tanah
perkebunan dimaksud
yang dituntut oleh warga
Desa Curahnongko seluas
+ 332 Ha agar dikeluarkan
dari pemberian haknya;
b.Bahwa tenggang waktu
mengajukan permohonan
perpanjangan pendaftaran
hak  dimaksud secara
limitatif telah ditentukan
di dalam Pasal 7 Peraturan
Menteri

Dalam Negeri

Nomor 3 Tahun 1977



Tentang Tata Cara

Permohonan dan

Penylesaian Perpanjangan

Jangka Waktu
Pembayaran Uang
Pemasukan Kepada
Negara dalam Rangka
Pemberian Hak  Atas
Tanah dan Pendaftaran

Haknya. Dengan demikian
terhadap permohonan

perpanjangan pendaftaran

hak  dimaksud  telah
melewati jangka waktu
pendaftaran yang
ditetapkan dalam Surat

Keputusan Menteri Dalam
Negeri  cqg. Direktur
Jendral Agraria tanggal 29
Nopember 1986
No.SK.64/HGU/DA/86

sehingga surat keputusan

dimaksud batal dengan

sendirinya dan
penyelesaiannya

selanjutnya diproses ulang
menurut cara pemberian

haknya sesuai Peraturan

Menteri Negara Agraria
atau Kepala Badan
Pertanahan Nasional

Nomor 9 Tahun 1999.

Padahal di dalam Pasal 7 Ayat (4)

Peraturan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Tata
Cara Permohonan dan Penylesaian
Perpanjangan Jangka Waktu
Pembayaran Uang Pemasukan Kepada
Negara dalam Rangka Pemberian Hak
Atas Tanah dan Pendaftaran Haknya

bahwa :

a. Apabila penerima hak

tidak memenuhi
kewajiban  pendaftaran
dalam  jangka waktu

perpanjangan pendaftaran



telah  diberikan,

yang

maka surat keputusan
pemberian hak tanah atau
surat keputusan
perpanjangan waktu
pendaftarannya menjadi

batal dengan sendirinya.’

Keputusan tersebut diatas semakin

diperkuat = dengan  keluarnya Surat

Rekomendasi Komnas HAM Nomor
063/R/Mediasi/V11/2015 pada poin No.

2 menyebutkan:

a. Bahwa atas tanah yang

dikuasai oleh PTPN XIlI

tersebut telah diterbitkan
SK Mendagri No. 64
Tahun 1986 tentang

pemberian HGU Kebun

Kalisanen, tetapi didalam

" Pasal 7, ayat (4) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Tata
Cara Permohonan dan Penyelesaian
Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Uang
Pemasukan Kepada Negara Dalam Rangka
Pemberian Hak Atas Tanah dan Pendaftaran
Haknya.

SK tersebut disebutkan
lokasinya  berada  di
Kabupaten Banyuwangi.
SK

penerbitan HGU

Kalisanen  ini  tidak
pernah didaftarkan ke
BPN setempat oleh PTPN
X1l "hingga habis masa

berlakunya pada tahun

2011.

Seharusnya sesuai Pasal 12 huruf
(g) Peraturan Pemerintah -Nomor 40
Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai
Atas = Tanah

PTPN Xl ~ wajib

menyerahkan kembali tanah yang
diberikan dengan Hak Guna Usaha
kepada Negara sesudah Hak Guna

Usaha tersebut hapus.®

8 Pasal 12 huruf (g) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996
Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan
dan Hak Pakai Atas Tanah.



Namun hingga saat ini PTPN XII
tatap menjalankan usahanya. Terkait
adanya permasalahan tersebut, penulis

terdorong untuk membuat penulisan

SERTIPIKAT HGU KEPADA
NEGARA ATAS HAPUSNYA HGU
KEBUN KALISANEN PTPN XII DI

KABUPATEN JEMBER SEBAGAI

hukum dengan judul “KEWAJIBAN SYARAT PERPANJANGAN
PENYERAHAN TANAH DAN JANGKA WAKTU

METODE PENELITIAN
Metodologi  penelitian ~ merupakan non-doktrinal itu  megikuti  pola

faktor penting dan mutlak diperlukan
dalam setiap penulisan karya tulis
ilmiah. Metode penelitian . digunakan
sebagai cara sistematis untuk mencari,
menemukan, mengembangkan,
mneganalisis  permasalahan, menguji
kebenaran yang optimal dan objektif
serta menjalankan prosedur yang benar

dan dapat dipertanggung jawabkan

secara ilmiah.

Adapun metode penelitian yang
digunakan dalam skripsi ini adalah
Yuridis

Sosiologis (socio-legal

Reasearch), vyaitu penelitian hukum

penelitian ilmu sosial, khususnya ilmu

sosiologi. ~ Tipe penelitian Yuridis

Sosiologis - dilakukan -~ dengan cara
mengkaji- pengumpulan data lapangan
dan  observasi

seperti Wwawancara

langsung kepada narasumber.®

Pendekatan perundang-undangan
(statue-approach).  Pendekatan  ini
dilakukan dengan menelaah semua

undang-undang dan  regulasi

yang
bersangkutan dengan isu hukum yang
sedang ditangani. Bagi penelitian untuk

mempelajari konsistensi dan kesesuaian

® Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian
Hukum, Cetakan Ke 16, Jakarta, Rajawali Pers,
2016, him. 105.

10



antara satu undang-undang dengan

undang-undang yang lainnya.*°

Jenis penelitian ini penelitian
deskriptif ~ yaitu  penelitian  untuk
memperoleh gambaran atau data dari
fenomena vyang terjadi di dalam
lingkungan masyarakat atas objek
permasalahan yang sedang  diteliti,
termasuk keadaan atau gejala-gejala

lainnya.!!

Data hukum yang dipergunakan
dalam penelitian ini antara lain data

primer dan data sekunder:

1. Sumber data primer, sumberdata
yang diperoleh langsung dari
sumber  pertama, yakni prilaku
warga  masyarakat, melalui

penelitian.*? Dalam hal ini penulis

10 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode
Penelitian Hukum (Langkah-Langkah Untuk
Menemukan Kebenaran dalam llmu Hukum),
Cetakan Ke 1, Bandung, Refika Aditama, 2018,
him. 12.

11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian
Hukum, Jakarta, Ul-Press, 1986, him. 10.

2 1bid., him. 12.

melakukan studi lapangan untuk
mengumpulkan data yang
menjadi objek penelitian, yakni:
melalui observasi (pengamatan
langsung) serta interview
(wawancara langsung). observasi
dilaksanakan di Kebun Kalisanen,
dengan cara berkumpul dan
berbicara  berbagai  hal yang
memiliki  ketertarikan  secara
langsung = dengan  masyarakat
Curahnongko, pihak PTPN XII

dan kuasa  warga Desa

Curahnongko.

2. Data sekunder antara lain

mencakup - perundang-undangan,
dokumen-dokumen resmi, buku
literatur, hasil-hasil  penelitian
yang berwujud laporan, arsip dan
artikel.'® Data sekunder yang
digunakan  dalam

penulisan

skripsi ini adalah:

3 Ibid., him. 12.
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Undang — Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Undang — Undang No. 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan Pemerintah No. 40
Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan,
Hak Pakai atas Tanah.
Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.

Peraturan  Menteri -~ Dalam
Negeri Nomor 6 Tahun 1972
tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemberian Hak
atas Tanah.

Peraturan ~ Menteri - Dalam
Negeri Nomor 5 Tahun 1973
tentang  Ketentuan-Ketentuan
Mengenai Tata Cara Pemberian

Hak atas Tanah.

g. Peraturan  Menteri  Dalam

Negeri Nomor 3 Tahun 1977
tentang Tata Cara Permohonan
dan Penyelesaian Perpanjangan
Jangka Waktu Pembayaran
Uang Pemasukan Kepada
Negara dalam rangka
pemberian Hak atas Tanah dan
Pendaftaran Haknya.

Peraturan - Menteri  Dalam
Negeri Nomor 3 Tahun 1979
tentang Ketentuan-Ketentuan
Mengenai  Permohonan = dan
Pemberian Hak Baru atas
Tanah Asal Konversi Hak-hak
Barat.

Peraturan  Menteri  Negara
Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1999 tentang
Pelimpahan dan Pembatalan
Keputusan Pemberian Hak atas

Tanah Negara.

12
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Peraturan  Menteri  Negara
Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9
Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pembatalan
Hak atas Tanah Negara dan
Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 7
Tahun 2017 Tentang
Pengaturan dan Tata Cara
Penetapam Hak Guna Usaha.

Surat  Laporan Pemakaian

Tanah Tanpa ljin Pemiliknya
atau  Kuasanya/Pengumuman
Penguasa Perang Daerah Jawa
Timur No. Perg P.2-8/1958,
13-10-1958

Peraturan

tertanggal
berdasarkan
Penguasa Perang Pusat
No.Prt/Peperpu/011/1958
tanggal 14-4-1958.

. SK Gubernur Kepala Daerah

Tingkat | Jawa Timur di
Surabaya, tanggal 5-5-1983
No. DA/C.211/SK/01/PR/1983,

perihal Pendistribusian Tanah
Negara bekas Hak Erfpacht
Verponding No. 4267 dengan
Hak MIik pada masyarakat
Curahnongko.

SK Menteri Dalam Negeri No.
64/HGU/DA/86 tentang
Pemberian Hak Guna Usaha
atas  tanah  terletak  di

Kabupaten Jember Propinsi

Jawa Timur kepada PT.
Perkebunan - (sekarang PT.
Perkebunan Nusantara
(Persero)).

Surat Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan  Nasional
Propinsi Jawa Timur No.
540.35-7695 Tahun 2004
tentang Permohonan Jangka
Waktu Pendaftaran HGU yang
Terletak di Jember.

Surat Rekomendasi Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM) atas

Penyelesaian Sengketa Lahan

13



antara Warga Desa

Curahnongko dan Curahtakir
PT.

dengan Perkebunan

Nusantara Xl Kalisanen

(PTPN X11) No.

063/R/Mediasi/VV11/2015.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kewajiban Penyerahan
Tanah dan Sertipikat Hak Guna
Usaha  Kepada @ Negara  atas
Hapusnya Hak Guna Usaha Kebun
Kalisanen PT. Perkebunan
Nusantara X1l di Kabupaten Jember

Sebelum tahun 1958 Kebun
Kalisanen merupakan perkebunan karet
milik warga Negara Belanda. Kawasan
tersebut terdapat 2 perkebunan Kkaret
yakni Kebun Kalisanen dan Kebun
Wonowiri.  Pada tahun 1971 terjadi
pengabungan  dua  kebun  yang
kawasannya berdekatan yaitu Kebun
Kalisanen milik N.V. Landbouw
Maatschappij Out Djember dan Kebun
Wonowiri milik N.V. Maatschappij Tot
Exploitatie Der Vereenigde Mayang

Landen Berdasarkan Undang — Undang

No 86 Tahun 1958 Pemerintah

Republik  Indonesia ~ mengadakan

nasionalisasi atas perkebunan milik
Negara Belanda dengan nama Pusat
Perkebunan Negara (Baru), sedangkan
perkebunan lain bekas penguasaan
tentara Jepang dengan nama Pusat
Perkebunan Negara (Lama).

Pada tahun 1962 PPN lama dan
baru = diintegrasikan menjadi  Pusat
Perkebunan Negara (PPN). Selanjutnya
pada tahun 1963 terjadi reorganisasi
PPN vyang berada di Jawa Timur
menjadi 2 yaitu Perusahaan Perkebunan
Aneka Tanaman XI dan XII (Antan XI
dan XII) dan tahun 1968 Perusahaan
Perkebunan Karet XV dan XVI (PPN
karet XV dan XVI). Reorganisasi

terjadi lagi antara PPN XI dan PPN

14



Karet XV menjadi Perusahan Negara
Perkebunan XXIII (PNP XXIII), antara
PPN XII dan PPN Karet XVI menjadi
Perusahaan Negara Perkebunan XXVI
(PNP XXVI). Berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 64 tahun 1971 PNP
berubah bentuk badan hukumnya dari
PNP menjadi Perusahaan Perseroan
(Persero) dengan akta notaris GHS
Loemban Tobing, S.H, Jakarta No. 58
tanggal 31 Agustus 1972 maka
berdirilah PT Perkebunan XXVI.

Kebun

Selanjutnya Kalisanen

mengikuti restrukturisasi dalam
lingkungan PTP  Nusantara  XIlI
(Persero).  Restrukturisasi  tersebut

berdasarkan Peraturan Pemerintah No.
17 tahun 1996 tanggal 28 Februari
1996 dengan akta Notaris Harun Kamil,
S.H, No. 45 tanggal 11 Maret 1996.
Dengan demikian Kebun Kalisanen
merupakan bagian dari 32 unit produksi

yang dikelola PTPN XII

yang

berkedudukan di Jalan Rajawali No. 44
Surabaya. Sejak tahun 2014 PTPN XII
Kebun Kalisanen bukan menjadi
(Persero) namun statusnya adalah anak
perusahaan BUMN.

Proses Perolehan HGU atas tanah
perkebunan  oleh PT. Perkebunan
Nusantara XIlI (PTPN XII) di wilayah
desa Curahnongko, Kecamatan
Tempurejo, Kabupaten Jember tidaklah
terlepas dari sejarah penguasaan tanah
garapan —olen  rakyat —dan proses
penguasaan oleh PTPN XXVI yang
kemudian berganti menjadi PTPN XII.
Penuntutan hak atas tanah oleh warga
Curahnongko seluas 332 Ha, terletak
pada Verponding No. 4267, merupakan
sebagian dari wilayah perkebunan
bekas Hak Erfpacht atas nama N.V.
Maatschappij Tot Exploitatie Der
Vereenigde Mayang Landen dan N.V.
Landbouw Maatscappij Out Jember

dengan luas keseluruhan + 2.709,49 Ha,
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wilayah perkebunan kalisanen ini
terdiri dari Verponding 1161, 1162,
1163, 1164, 1165, 1385, 4155, 4267,
4268, 4269, 4363 dan 4626.
Permasalahan agraria ini bermula
pada tahun 1942, pada saat Jepang
menguasai desa Curahnongko. Sebagai
pemenuhan

perang, Jepang

memerintahkan masyarakat
Curahnongko untuk membuka lahan
hutan untuk pertanian. Pada tahun 1958
kekalahan dan

pasca Jepang

kemerdekaan  Indonesia,  keluarlah

pengumuman Penguasa Perang Daerah

Jawa Timur No.Perg P.2-8/1958,
tertanggal 13-10-1958  berdasarkan
Peraturan =~ Penguasa Perang  Pusat

No.Prt/Peperpu/011/1958, tanggal 14-

4-1958, berisikan: - “demi

yang
ketertiban penggunaan atas tanah maka

diadakan  pendataan ulang  atas

penguasaan tanah, mewajibkan pihak-
dan

pihak yang telah menempati

menguasai tanah-tanah Negara harus
melaporkan pada instansi militer di
daerah, ini  dibuktikan  dengan
keberadaan“Surat Laporan Pemakaian
Tanah Tanpa ljin Pemiliknya atau
Kuasanya” yang dimiliki masyarakat
Curahnongko.

Bahwa tanah perkebunan tersebut
terkena ketentuan Nasionalisasi
berdasarkan Undang — Undang No. 86
Tahun 1958 jo. Peraturan Pemerintah
No. 19 Tahun 1959, dan Sejak tanggal
3 Desember 1957 tanah perkebunan
tersebut menjadi tanah yang dikuasali
langsung oleh Negara dan
pengelolaannya diserahkan kepada PT.
Perkebunan XXVI. Pada tahun 1983
keluarlah SK. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat 1 Jawa Timur di Surabaya,
5-3-1983

tanggal No.

DA/C.211/SK/01/PR/1983, perihal
pendistribusian tanah Negara bekas

Hak Erfpacht Verponding Nomor 4267
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dengan Hak Milik pada masyarakat
Curahnongko.
Namun pada tanggal 10-11-1984

Pihak PTP  XXVI  mengajukan

permohonan HGU pada tanah bekas
Hak Erfpacht perkebunan Kalisanen
seluas + 2.709,49 Ha berlokasi di
Kecamatan Tempurejo dan Mumbulsari
Kalisanen, Banyuwangi Propinsi Jawa
Timur. Atas permohonan HGU tersubut

maka keuarlah  Surat  Keputusan

Menteri  Dalam  Negeri - No.SK

64/HGU/DA/86, SK Mendagri No.

64/HGU/DA/86 inilah yang menjai

dasar hukum  bagi PT. Perkebunan

Nusantara XII  untuk mengelola

perkebunan.
Pada tahun 2004 terbit Surat

Kepala Kantor  Wilayah - badan

Pertanahan Nasional Provinsi Jawa

Timur No. 540. 35-7695 perihal

permohonan  perpanjangan  jangka

waktu pendaftaran HGU yang terletak

dijember yang menyatakan bahwa SK

Mendagri No. 64/HGU/DA/86
dinyatakan telah melanggar Pasal 7

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3

Tahun 1977 Tentang Tata Cara
Permohonan dan Penyelesaian
Perpanjangan Jangka Waktu

Pembayaran Uang Pemasukan Kepada
Negara Dalam Rangka Pemberian Hak
Atas Tanah dan Pendaftaran Haknya,
antara lain:

1) Bagi penerima hak yang telah

melunasi ~ pembayaran  uang
pemasukan  kepada Negara
wajib  mendaftarkan  haknya

pada Sub Direktorat Agraria

Daerah Tingkat I

Kabupaten/Kotamadya yang

bersangkutan menurut

ketentuan-ketentuan Peraturan

Pemerintah No. 10 Tahun 1961

dalam jangka waktu

yang

ditetapkan dalam Surat
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Keputusan  pemberian  hak
tananhnya. (Pasal 7 ayat (1)

Permendagri No. 3/1977)

2) Apabila penerima hak belum

dapat memenuhi  ketentuan
pendaftaran dalam jangka waktu
yang telah ditetapkan di dalam
Surat Keputusan pemberian
haknya, maka yang
bersangkutan diwajibkan untuk
mengajukan permohonan
perpanjangan pendaftaran
haknya sebelum jangka waktu
pendaftaran yang ditetapkan di
dalam Surat Keputusan
pemberian haknya  berakhr,
kepada pejabat yang berwenang
memberikan sesuatu hak atas
tanah sebagaimana diatur di
dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 6 Tahun 1972

melalui Kepala Sub Direktorat

Agraria Daerah Tingkat 1l

Kabupaten/Kotamadya yang
bersangkutan menurut contoh
terlampir disertai dengan syarat
melampirkan:

a. Salinan Surat
Keputusan
pemberian hak.

b. Tanda bukti/tanda
pembayaran  uang
pemasukan dan
sumbangan Yayasan
Dana Landreform.

c. Surat pernyataan
tentang alasan-
alasan yang menjadi
keterlambatan
pendaftaran hak.

(Pasal 7 ayat (2))

3) Perpanjangan  jangka  waktu

pendaftaran hak diberikan oleh
Pejabat yang berwenang
memberikan sesuatu hak atas

tanah sebagaimana diatur di
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dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 6 Tahun 1972 untuk
paling lama 6 (enam) bulan,
terhitung

semenjak

ditetapkannya Surat Keputusan

perpanjangan  jangka waktu
pendaftaran haknya, dengan
Surat  Keputusan menurut

contoh terlampir. (Pasal 7 ayat

(3))
4) Apabila penerima hak tidak
meenuhi kewajiban pendaftaran
dalam jangka waktu
perpanjangan pendaftaran yang
telah -diberikan, maka "Surat

Keputusan  pemberian hak

tanah/Surat Keputusan

perpanjangan jangka waktu

pendaftarannya menjadi - batal
dengan sendirinya. (Pasal 7 ayat
(4))

Berdasarkan ketentuan tersebut,

PT. Perkebunan Nusantara XII selaku

pemegang/penerima hak tidak pernah
mendaftarkan haknya pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember, sesuai
Pasal 7 ayat (1) diatas “bagi penerima
hak yang telah melunasi pembayaran
uang pemasukan pada Negara wajib
mendaftarkan haknya pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember”. Namun
PTPN XII selaku pemegang hak tidak
tersebut

mengindahkan  Kketentuan

hingga masa perpanjangan jangka

waktu  pendaftaran haknya habis

(“paling lama 6 (enam) bulan terhitung
semenjak ditetapkannya Surat
Keputusan perpanjangan jangka waktu
pendaftaran haknya, dengan Surat
Keputusan menurut contoh terlampir”).

(Pasal 7 ayat (3) Permendagri No.

3/1977)
Bahwa SK Mendagri No.
64/HGU/DA/86 telah  menetapkan:

“Hak Guna Usaha ini berlaku sejak

tanggal didaftarkan pada Kantor
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Agraria Kabupaten yang bersangkutan
dan akan berakhir pada tanggal 31-12-
2011”. Pemberian Hak Guna Usaha
wajib didaftarkan dalam buku tanah
pada Kantor Pertanahan (Pasal 7 ayat
(1) PP No. 40/1996). Jadi Surat Kepala
Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa
Timur No. 540. 35-7695 tertanggal 2-8-
2004 menyatakan bahwa SK Mendagri
No. 64/HGU/DA/86 dinyatakan batal
dengan sendirinya sesuai Pasal 7 ayat
(4). Keputusan tersebut juga semakin
diperkuat dengan  keluarnya  Surat
Rekomendasi - Komnas HAM Nomor
063/R/Mediasi/V11/2015, pada poin No.
2 menyebutkan:
- Bahwa atas tanah yang
dikuasai olen PTPN XII
tersebut telah diterbitkan
SK Mendagri No. 64

Tahun 1986 tentang
pemberian HGU kebun

Kalisanen, tetapi didalam

SK tersebut lokasinya
berada di  Kabupaten
Banyuwangi. SK
penerbitan HGU
Kalisanen  ini  tidak

pernah didaftarkan ke
BPN setempat oleh PTPN
X1l "hingga habis masa
berlakunya pada tahun
2011.

Namun

pada ~ kenyataanya

hingga saat ini. PTPN- XII Kebun
Kalisanen tidak mengindahkan perihal
tersebut - untuk = tetap menglola dan
mengusahakan tanahnya, seharusnya
sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf g dan h
PP No. 40/1996, PTPN XII Kebun
Kalisanen wajib menyerahkan kembali
tanah yang diberikan dengan Hak Guna
Usaha kepada Negara sesudah Hak
tersebut dan

Guna Usaha hapus

menyerahkan sertifikat Hak Guna

Usaha yang telah hapus kepada Kepala
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Kantor Pertanahan. Pernyataan dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf g-h tersebut
sesuai dengan perntanyaan yang kami
ajukan kepada bapak Bapak Mardi
Siswoyo selaku menjabat sebagai
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember yakni:

- Didalam ketentuan
tersebut sudah dinyatakan
jelas, apa saja yang sudah
PTPN

X1l lakukan

hingga saat ini terkait
ketentuan tersebut sesuai
pasal 12 ayat (1) huruf g-
h, menurut bapak mardi:
“Sampai dengan saat ini
PTPN XII

itu - belum

memenuhi  apa yang
menjadi ketentuan dalam
pasal 12 ayat (1) g, h
Peraturan Pemerintah No.

40 Tahun 1996”.

Adapun  kewajiban-kewajiban
pemegang Hak Guna Usaha ditentukan
berdasarkan UU No.5 Tahun 1960 jig
PMPA No.11 Tahun 1962, PMPA No.2
Tahun 1964, Peraturam Bersama
Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Pertanian Nomor 2/Pert/OP/8/1969
Tahun 1969, Peraturan Pemerintah No.
40 Tahun 1996, secara singkat
kewajiban ini dapat dirinci sebagai
berikut :
a.Tanah yang diberikan dengan hak
guna- usaha harus diusahakan
secara

layak menurut norma-

norma Yyang Dberlaku bagi
penilaian perusahaan perkebunan;

b.Pemegang hak guna usaha tunduk
pada peraturan mengenai Syarat-
syarat perburuhan;

c.Apabila di dalam areal hak guna
usaha ternyata masih terdapat
penggarapan/pendudukan rakyat

secara menetap dan dilindungi
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Undang-Undang serta  belum
memperoleh penyelesaian, maka
pemegang hak guna usaha harus
menyelesaikan masalah tersebut
menurut  ketentuan  perundang
undangan yang berlaku;

d.Setiap tahun harus dilakukan
peremajaan tanaman dan atau
penanaman baru sehingga seluruh
areal dimanfaatkan sebagaimana
tujuan pemberiannya;
e.Penggunaan tanah harus
disesuaikan dengan keadaan dan
sifat haknya, sehingga
memberikan manfaat baik bagi
kesejahteraan dan kebahagiaan
pemegang haknya maupun_bagi
masyarakat dan Negara;

f. Pemegang hak wajib
mengusahakan sendiri secara
aktif;

g.Mendaftarkan ~ haknya  pada

Kantor Pertanahan untuk

h.Membayar  uang

memperoleh Sertipikat Hak Atas
Tanah sebagai tanda bukti yang
kuat;

pemasukan

kepada Negara dan BPHTB;

i. Membuat dan menyampaikan

laporan tertulis mengenai
pengusahaan dan hak guna usaha

tersebut;

J. Membangun dan memelihara

prasarana lingkungan yang ada di
dalam areal hak guna usaha hal
ini dimaksudkan agar setiap
jengkal ~ tanah ~ dipergunakan
seefisien mungkin dengan
memperhatikan ~ asas =~ lestari,
optimal, serasi seimbang untuk
berbagai keperluan pembangunan

serta mencegah kerusakan sumber

daya alam dan lingkungan hidup;

k.Menyerahkan kembali tanah yang

diberikan dengan hak guna usaha

tersebut kepada Negara sesudah
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jangka waktunya berakhir atau
haknya hapus atau dibatalkan;

I. Menyerahkan Sertipikat hak atas
tanahnya apabila jangka waktu
haknya berakhir atau hapus.

tidak

Adapun akibat hukum

didaftarkan  haknya pada Kantor
Pertanahan guna memperoleh sertipikat
hak atas tanah sebagai tanda bukti yang
kuat maka pemegang Hak Guna Usaha
akan memproleh kesulitan  untuk
membuktikan kepastian hukum tentang
pemegang haknya, status haknya dan
kepastian hukum tetntang obyeknya
yang meliputi letak, luas dan batas-
batas tanah.

Disamping itu pula

pemegang hak tidak memperoleh
manfaat dari pendaftaran hak atas tanah
yang menjadi haknya, juga - bagi
pemerintah dan para kreditor atau calon
pembeli tanah.

Adapun manfaat dari pemegang hak

yaitu:

1. Memberikan rasa aman.

2. Dapat mengetahui dengan
jelas data fisik dan data
yuridisnya.

3. Memudahkan dalam
pelaksanaan peralihan hak.

4. Harga tanah menjadi lebih
tinggi.

5. Dapat dijadikan jaminan
utang dengan dibebani hak
tanggungan.

6. Penetapan PBB tidak mudah
keliru.

Adapun manfaat dari pemerintah yaitu:

1. Terwujudnya tertib

administrasi pertanahan

sebagai salah satu program
catur tertib pertanahan.

2. Dapat memperlancar

kegiatan pemerintah yang

tanah

berkaitan  dengan

dalam pembangunan.
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3. Dapat mengurangi sengketa
dibidang pertanahan, misal
sengketa batas-batas tanah
dan penduduan tanah secara
liar.

Adapun manfaat bagi kreditor/calon
pembeli:

- Adalah dengan - mudah
memperoleh keterangan
yang Jjelas mengenai data
fisik dan data yuridis tanah
yang akan menjadi obyek
perbuatan hukum-mengenai
tanah.

Hak pemegang Hak Guna Usaha
diatur dalam Pasal 39 Peraturan
Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan
Nasional No.7 Tahun 2017 Tentang
Pengaturan dan Tata Cara Penetapan
Hak Guna Usaha antara lain:

a. Mendapatkan

perlindungan

hukum dan jaminan kepastian

hukum atas Hak Guna Usaha

yang diberikan;

b. Mempergunakan tanah yang

diberikan dengan Hak Guna
Usaha untuk melakukan usaha
di bidang pertanian, perikanan
atau peternakan;
Memanfaatkan sumberdaya air
dan sumberdaya alam lainnya
di atas tanah yang diberikan
dengan Hak Guna Usaha
sepanjang untuk mendukung
usaha sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan dan
memperhatikan ~ kepentingan
masyarakat sekitar; dan
Melakukan perbuatan hukum
yang bermaksud melepaskan,
mengalihkan, dan mengubah
penggunaannya, sesuai dengan

ketentuan peraturan
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perundang-undangan  setelah

mendapatkan izin dari pejabat

yang berwenang.

Pelaksanaan  kewajiban  bagi
pemegang Hak Guna Usaha harus
dilaksanakan secara keseluruhan dan
dan tidak dibenarkan hanya
dilaksanakan sebagian. Pelaksanaan
kewajiban yang dilaksanakan tidak
secara keseluruhan berakibat hukum
yakni:

a. Dibatalkan haknya  oleh
pejabat yang berwenang
sebelum jangka - waktunya
berakhir karena tidak
terpenuhinya kewajiban-
kewajiban pemegang  hak
dan/atau dilanggarnya
ketentutan-ketentuan - dalam
Pasal 12, 13 dan Pasal 14.
(PP No. 40/1996 Pasal 17

ayat (1) huruf (b))

b. Apabila penerima hak tidak

memenuhi kewajiban
pendaftaran dalam jangka
waktu perpanjangan
pendaftaran  yang telah
diberikan, maka  surat
keputusan pemberian hak
tanah atau surat keputusan
perpanjangan jangka waktu
pendaftarannya menjadi batal
dengan sendirinya.
(Permemdagri No. 33/1977

Pasal 7 ayat (4)).

. Bekas pemengang hak wajib

membongkar bangunan-
bangunan dan benda-benda
yang ada diatasnya dan
menyerahkan =~ tanah  dan
tanaman yang ada di atas
tanah bekas Hak Guna Usaha
tersebut  kepada  Negara
dalam batas waktu yang

ditetapkan oleh  Menteri.
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(Pasal 18 ayat (1) PP No.
40/1996).

d. Mengakibatkan tanahnya
jatuh menjadi tanah Negara
(PP No. 40/1996 Pasal 17
ayat (2)).

Berdasarkan data  dan fakta

diatas SK Mendagri No.

64/HGU/DA/86 dinyatakan hapus atau
sudah ~ tidak  berlaku lagi  dan
mengakibatkan tanahnya menjadi tanah
Negara (Pasal 17 ayat (2) PP No.
40/1996), seharusnya pemerintah dalam
hal ini Kememterian ATR/KBPN yang
mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan

pemerintahan  di  bidang

agraria/pertanahan (Perpres No.

17/2015), untuk segera memberikan
tidakan tegas kepada PT. Perkebunan
Nusantara X1l Kebun Kalisanen agar
segera menghentikan atau menutup
kegiatan  usahanya,

dengan cara

memberi keputusan mengenai

pembatalan keputusan pemberian hak
atas tanah yang telah dilimpahkan
kewenangannya kepada Kakanwil BPN
Propinsi atau Kakan BPN Kabupaten
Kakanwil BPN

atas laporan

Provinsi(PMNA/KBPN  No. 3/1999
Pasal 14). Pemberian dan pembatalan
Hak Guna Usaha dilakukan oleh
Menteri dan Menteri dapat
melimpahkan kewenangannya  kepada
Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor
Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk
(Pasal 3 ayat (1-2) PMNA/KBPN No.
9/1999), Kepala Kantor Pertanahan
mengadakan penelitian data yuridis dan
data  fisik

terhadap  keputusan

pemberian ~ dan/  sertipikat

yang
diketahui cacad hukum administratif
dalam- - penerbitannya dan  hasil
penelitian disampaikan kepada Kepala
Kantor Wilayah atau kepada Menteri
unuk diusulkan pembatalannya disetai

pendapat dan pertimbangannya (Pasal
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120 ayat (1,2) PMNA/KBPN No.

9/1999).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada uraian pada bab-bab
sebelumnya dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
Dalam pelaksanaan kwajiban
penyerahan tanah dan sertipikat HGU
ditentukan adanya persyaratan
perpanjangan bagi pemegang Hak Guna
Usaha dalam Peraturan Pemerintah No.
40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak
Pakali

Bahwa pemegang HGU harus
memenuhi persyaratan bukti materiil
dan bukti formil. Dalam hal persyaratan
bukti materiil  ketentuannya diatur
dalam Pasal 8 ayat (2), 9, 10, 11 dan
persyaratan bukti formil ketentuan
diatur dalam Pasal 10 ayat (2) jo. Pasal
12 ayat (1) huruf (h) Peraturan

Pemerintah No. 40 Tahun 1996.

Adapun pelaksanaan kewajiban
penyerahan tanah dan serttipikat Hak

Guna Usaha Kepada Negara, PT.

Perkebunan - Nusantara XIlI Kebun

Kalisanen Kab. Jember telah

mengabaikan sebagian Syarat-syarat
bukti materiil dan bukti formil yang
paling fundamental, yaitu tidak
melaksanakan pencatatan SK HGU No.
64/HGU/DA/86 sebagaimana diatur
dalam Pasal 10 ayat (2) dan mengurus
sertipikat HGU di Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember sebagai bukti
pemilikan Hak Guna Usaha. Sertipikat
HGU dan penyerahan tanah HGU
merupakan kewajiban bagi pemegang
HGU untuk menyerahkan kembali
kepada Kepala Kantor Pertanahan
dalam proses pengajuan perpanjangan

sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat
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(1) huruf (h,g) Peratuan Pemerintah No.

40 Tahun 1996.

Dalam masa pelaksanaan
pengajuan perpanjangan PT.
Perkebunan Nusantara XII Kebun

Kalisanen telah mengabaikan ketentuan

sangat fundamental dalam

yang
persyaratan yang diatur dalam regulasi
yang berakibat hukum:

1. Surat permohonan
perpanjangan pendaftaran
yang diajukan dinyatakan
telah melewati jangka waktu

pendaftaran yang ditetapkan

(daluarsa).

2. SK Mendagri cq. Dirjend
Agraria Tanggal 29
November 1986 No.
SK.64/HGU/DA/86 batal
dengan  sendirinya  dan

diproses ulang sesuai dengan
Peraturan Menteri

Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional No. 9

Tahun 1999 Tentang Tata

Cara Pemberian dan
Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara dan Hak Pengelolaan.

3. Pemegang HGU tidak dapat
mengalihkan haknya karena
tidak ~ memiliki sertipikat
HGU.

4. Pemegang HGU tidak dapat
melakukan perjanjian
terhadap pengelolaan tanah.

5. Pemegang HGU tidak dapat
mengajukan jaminan hutang

atas hak yang dipegangnya.

6. Tidak dapat diajukan
perpanjangan jangka
waktunya.

7. Tanahnya menjadi tanah
Negara.

Mengingat arti pentingnya penyerahan
tanah dan sertipikat Hak Guna Usaha

(HGU) kepada Negara atas hapusnya
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Hak Guna Usaha dalam persyaratan

pengajuan perpanjangan jangka waktu,

maka hendaknya Negara sebagai

penguasa BARAKA dan Badan Hukum

sebagai  pengelola HGU  untuk

bertindak konsisten dalam menjalankan
peraturan. Maka untuk itu disarankan:

1. Untuk menentukan kepastian

hukum dan tujuan

pendaftaran  tanah  yang

meliputi  kepastian  status

yang didaftar, kepastian

subyek hak, kepastian obyek

hak, Negara harus melakukan

tidakan  tegas  terhadap

pemegang HGU yang

berakhir jangka waktunya

dan mengabaikan persyaratan

pengajuan perpanjangan

jangka waktu untuk segera

ditetapkan menjadi tanah

Negara.

2. Pemegang Hak Guna Usaha

hendaknya konsekuen dalam
melaksanakan dan
menjalankan hak dan
kewajiban dalam mengelola
perusahaan dan siap
dibatalkan  haknya atau
melepaskan secara sukarela
sebelum jangka waktunya,
atau dilanggarnya ketentuan
dalam Pasal 12, Pasal 13
dan/atau Pasal 14 Peraturan
Pemerintah No. 40 Tahun

1996.
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